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Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat
Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja.

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan
informasi, penyusunan rancangan Akhir, perumusan rancangan, verifikasi
rancangan,perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja.
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam
menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan
untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Selanjutnya Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

2025 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan

Tahun 2025 adalah:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
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1.3

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubaha Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2005-2025;

Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

Kepulauan ini disusun dengan maksud merumuskan rencana kerja Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai Kepulauan untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun tujuan disusunnya

Rancangan Akhir rencana kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

2025 adalah sebagai pedoman :

» Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah tahun 2025;
* Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan;

* Penyusunan rencana anggaran tahun 2025;
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1.4  Sistematika Penulisan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Babl. Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Landasan hukum
c. Maksud dan Tujuan
d. Sistematika penulisan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
a. Evaluasi Pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra
perangkat daerah;
b. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
d. Review terhadap rancangan Akhir RKPD
e. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Bab III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
b. Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah
c. Program dan kegiatan
Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BabV  Penutup
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Bab II
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Dan Litbang
Tahun 2023

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 sangat diperlukan dalam
penyusunan renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025.
Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun
sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting
sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2023 melaksanakan 1 urusan, 2 bidang urusan

4 program, 16 kegiatan dan 43 sub kegiatan sebagai berikut :

UrusUa::l/sl:llr(liang Program/Kegiatan Sub Kegiatan
Unsur Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Perencanaan Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Daerah

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- undangan
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Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan

Analisis Kondisi Daerah,
Permasalahan, dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah

Koordinasi Penelaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Pelaksanaan Konsultasi Publik

Koordinasi Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah

Pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten/Kota

Penyiapan Bahan Koordinasi
Musrenbang Kecamatan

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan
Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
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PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Koordinasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pemerintahan

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA (Sumber
Daya Alam)

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Perekonomian

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian

Koordinasi Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan

Penelitian dan
Pengembangan

PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Penelitian dan Pengembangan Bid.
Penyelenggaraan Pemerintahaan
dan Pengkajian Peraturan

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Badan Usaha Milik Desa
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Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Sosial dan Kependudukan Pariwisata
Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan  Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Inovasi dan Penelitian, Pengembangan, dan
Teknologi Perekayasaan di bidang teknologi dan
inovasi

Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang Bersifat Inovatif

Jumlah anggaran kegiatan pada DPA Perubahan Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai Kepulauan tahun 2023 sebesar Rp. 8.564.743.524,00 dengan jumlah realisasi
anggaran kegiatan tahun 2023 sebesar Rp. 8.101.884.377,00 atau sebesar 94,6%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian
renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2024
dapat dilihat dalam tabel berikut :
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Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama Perangkat Daerah : Bappeda dan Litbang

Meningkatnya
Program Penunjang Urusan pemenuhan kebutuhan
Pemerintahan Daerah administrasi perkantoran
Kabupaten /Kota
Perencanaan,
Pengangggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
Meningkatnya dan
Administrasi Keuangan mengembangnya
Perangkat Daerah pengelolaan keuangan
daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah orang yang 35 Orang/bulan 35 35 35 100 528
Tunjangan ASN menerima gaji dan
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tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi

Jumlah dokumen hasil

Koordinasi dan Konsultasi

penyelenggaraan rapat

Pelaksanaan Tugas ASN penyediaan administrasi 420 Dokumen 420 420 420 100 432
pelaksanaan Tugass ASN
Meningkatnya
Administrasi Kepegawaian asministrasi
Perangkat Daerah kepegawaian perangkat
daerah
Pengadaan Pakaian dinas Jumlah paket pakaian
beserta atribut dinas beserta atribut 0 0 0 0 0
kelengkapannya kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Li?;g?agiiivzil 2 dan
Pegawai Berdasarkan Tugas f . gas dal 3 Orang 3 3 3 100 0
dan Fungsi ungsi yang mengikuti
Pendidikan dan pelatihan
Jumlah orang yang
Bimbingan teknis mengikuti bimbingan
implementasi peraturan teknis implementasi 3 Orang 0 0 0 0 3
perundang-undangan peraturan perundang-
undangan
Administrasi Umum Meningkatnya
Perangkat Daerah administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Jumlah paket komponen
Instalasi Listrik/Penerangan instalasi
Bangunan Kantor Listrik/penerangan 1 Paket 0 0 0 0 1
bangunan kantor yang
disediakan
. Jumlah paket peralatan
Penyediaan Peralatan dan dan perlengkapan kantor 3 Paket 3 3 3 100 3
Perlengkapan Kantor S
yang disediakan
. Jumlah paket peralatan
rl;eelrriyeglaan Peralatan Rumah rumah tangga yang 3 Paket 0 0 0 0 3
58 disediakan
. - Jumlah paket bahan
Penyediaan Bahan Logistik logistik kantor yang 2 Paket 2 2 2 100 2
Kantor R
disediakan
Jumlah paket barang
Penyediaan Barang Cetakan cetakan dan 2 Paket 2 ) 2 100 2
dan Penggandaan penggandaan yang
disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan {;::;:2 gzlgurrelf;ltl):;:n
Peraturan Perundang- p 70 dokumen 70 70 70 100 70
perundang-undangan
undangan . .
yang di sediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan
92 Laporan 92 92 92 100 32
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SKPD

koordinasi dan
konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan

Jumlah unit kendaraan
perorangan dinas atau

perorangan dinas atau . . 0 0 0 0 0
kendaraan dinas jabatan kendar.aan.dmas jabatan
yang disediakan
Jumlah unit kendaraan
Pengadaan kendaraan dinas dinas operasional atau 0 0 0 0 0
operasional atau lapangan lapangan yang
disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang 14 Unit 14 14 14 100 44
disediakan
Jumlah unit peralatan
ll\’/[eergscliailgnl)?alatan dan dan mesin lainnya yang 13 Unit 13 13 13 100 4
y disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Teerrlla;sea;narz:an
Urusan Pemerintahan penyeengg
pemerintahan dan
Daerah
pelyanan public
Penyediaan jasa surat Jumlah laporan
y J penyediaan jasa surat 208 laporan 208 208 208 100 600
menyurat
menyurat
Jumlah laporan
. . - penyediaan jasa
:j;};eedr]?jzn ;a;ii l(;(;r;uﬁ;;[l:]zl. komunikasi, sumber 36 Laporan 36 36 36 100 36
y dsaya air dan Listrik
yang disediakan
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan penyediaan jasa g7 Laporan 87 87 87 100 40
Umum Kantor pelayanan umum kantor
yang disediakan
Jumlah unit
Pemeliharaan Barang Milik pemeliharaan barang
Daerah Penunjang Urusan millik daerah penunjang
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan
daerah
. . . Jumlah kendaraan dinas/
Penyediaan jasa pemeliharaan, operasional atau
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan p T .
Perizinan Kendaraan Dinas lapangan yang dlpe.llhara 13 Unit 13 13 13 100 13
Operasional atau lapangan dan dlbe.ly.arkan pajak
dan perizinannya
. Jumlah peralatan dan
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang 9 Unit 9 9 9 100 21

Mesin Lainnya

dipelihara

10
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Pemeliharaan/Rehabilitasi

Jumlah Gedung kantor
dan bangunan lainnya

Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 0 0 0 0 1
lainnya yang
dipelihara/rehabilitasi
Persentase penyusunan
Program Perencanaan, dokumen perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi pembangunan yang tepat
Pembangunan Daerah waktu,tepat roses dan
tepat isi
Jumlah dokumen
perencanaan
Penyusunan Perencanaan
dan Pendanaan IRl LR L
ditetapkan dalam
peraturan perundangan
Analisis Kondisi Daerah, Jumlah dokumen
Permasalahan, dan Isu Rancangan Akhir
Strategis Pembangunan RPJMD/RKPD (sesuai
Daerah kebutuhan jika RPJMD 1 Dokumen 1 1 1 100 4
maka Rancangan
Teknokratik)
Koordinasi Penelaahan Jumlah Telaahan
Dokumen Perencanaan
dokumen perencanaan 3 dokumen 3 3 3 100 4
Pembangunan Daerah dengan embaneunan daerah
Dokumen Kebijakan Lainnya P §
. . Jumlah berita acara .
Pelaksanaan Konsultasi Publik . : 1 Berita acara 1 1 1 100 1
konsultasi public
Koordinasi Pelaksanaan Forum | Jumlah berita acara
Perangkat Daerah/Lintas forum perangkat .
Perangkat Daerah daerah/lintas perangkat 1 Beritaacara 1 1 1 100 1
daerah
Pelaksanaan Musrenbang Jumlah berita acara
Kabupaten/Kota musrenbang kabupaten / 1 Berita acara 1 1 1 100 1
kota
Penyiapan Bahan Koordinasi Jumlah usulan yang
Musrenbang Kecamatan terverifikasi oleh 12 Usulan 12 12 12 100 12
kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan Jumlah dokumen
Penetapan Dokumen
perencanaan
Perencanaan Pembangunan embangunan daerah
Daerah Kabupaten/Kota P 5 3 dokumen 3 3 3 100 4
kabupaten/kota yang
ditetapkan
(RPJPD/RPJMD/RKPD)

Analis data dan informasi
pemerintahan daerah
bidang perencanaan

Jumlah data dan
informasi pembangunan
daerah yang

11
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Analisis Data dan Informasi

Jumlah masukan analisis
data untuk penyusunan
kebijakan perencanaan

Perencanaan Pembangunan Dokumen 100
pembangunan daerah
Daerah
(semua perencanaan
pembangunan daerah)
Pemibinaan dan Pemanfaatan o
. Jumlah orang yang dibina
Data dan Informasi
dalam pemanfaatan data Orang 0
Perencanaan Pembangunan . .
dan informasi
Perangkat Daerah
Penyusunan Profil Jumlah buku profil
Pembangunan Daerah pembangunan daerah Buku 0

Kabupaten /Kota

Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan berkala
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang

ang diterbitkan

Jumlah laporan hasil
evaluasi kinerja
pembangunan daerah

Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan daerah

laporan

Pemerintahan bidang pemerintahan dokumen 100
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Asistensi Penyusunan Jumlah perangkat daerah
Dokumen Perencanaan yang dilakukan asistensi
Pembangunan Perangkat dalam penyusunan
Daerah Bidang Pemerintahan dokumen perencanaan laporan 100

pembangunan perangkat
daerah

12
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Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
bidang pembangunan

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) manusia yang 3 dokumen 3 3 3 100 4
dikoordinirpenyusunann
ya (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Asistensi Penyusunan Jumlah perangkat daerah
Dokumen Perencanaan yang mendapatkan
Pembang}lnan Perangkat asistensi dalam . 11 Laporan 11 11 11 100 11
Daerah Bidang Pembangunan penyusunan restra/renja
Manusia bidang pembangunan
manusia
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan hasil
Sinergitas dan Harmonisasi sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan renstra/renja dengan
Daerah Bidang Pembangunan RKPD/RPJMD pada 1 laporan 1 1 1 100 4
Manusia bidang pembangunan
manusia
Persentase program
Koordinasi Perencanaan perangkat daerah mitra
Bidang Perekonomian dan bidang ekonomi dan
SDA (Sumber Daya Alam) sumber daya alam yang
tercapai
Koordinasi Penyusunan Jumlah dokumen
Dokumen Perencanaan perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang pembanguna daerah
Perekonomian bidang perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dikoordinir 3 Dokumen 3 3 3 100 4
penyusunannanya
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Asistensi Penyusunan Jumlah perangkat daerah
Dokumen Perencanaan yang mendapatkan
Pembangunan Perangkat asistensi dalam
) . 5 laporan 5 5 5 100 5
Daerah Bidang Perekonomian penyusunan
renstra/renja bidang
perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan hasil
Sinergitas dan Harmonisasi sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan renstra/renja dengan 2 laporan 2 ) 2 100 0

Daerah Bidang Perekonomian

RKPD/RPJMD pada
bidang perekonomian
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Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang

Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan daerah

Infrastruktur bidang infrastruktur 3 Dokumen 3 3 3 100 0
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dikoordinir
penyusunannya (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Jumlah perangkat daerah
Dokumen Perencanaan yang mendapatkan
Pembangunan Perangkat asistensi dalam
Daerah Bidang Infrastruktur penyusunan renstra / 6 laporan 6 6 6 100 6
renja bidang
infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan hasil
Sinergitas dan Harmonisasi sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan renstra/renja dengan 1 laporan 1 1 1 100 4
Daerah Bidang Infrastruktur RKPD/RPJMD pada
bidang infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Jumlah dokkumen
Dokumen Perencanaan perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang pembangunan daerah
Kewilayahan bidang kewilayahan yang 3 Dokumen 3 3 3 100 4
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) dikoordinir
penyusunannya (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Jumlah perangkat daerah
Dokumen Perencanaan yang mendapatkan
Pembangunan Perangkat asistensi dalam
Daerah Bidang Kewilayahan penyusunan 12 laporan 12 12 12 100 12
renstra/renja bidang
kewilayahan
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Fasilitasi, pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian dan

Jumlah laporan hasil
pelaksanaan fasilitasi,
pelaksanaan dan evaluasi

Pengembangan Bidang Badan penelitian dan laporan 100
Usaha Milik Desa pengembangan bidang

badan usaha milik desa

Jumlah dokumen hasil
Penelitian dan Pengembangan g:gggr?iggga:n 0
Pendidikan dan kebudayaan Pendidikan dan

kebudayaan

Jumlah dokumen hasil
Pen.ell.tlan dan Pengembangan | penelitian dan dokumen 100
Pariwisata pengembangan

ariwisata

Jumlah dokumen hasil

Penelitian dan pengembangan penelitian dan
- pengembangan

pertanian, Perkebunan dan . Dokumen 0

pertanian, Perkebunan
pangan dan

pangan

Jumlah dokumen hasil

penelitian dan
Penelitian dan Pengembangan pengembangan kelautan Dokumen 100

Kelautan dan Perikanan

dan perikanan
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Pengembangan Inovasi dan
teknologi

Jumlah laporan
pengembangan inovasi
dan teknologi

Penelitian, Pengembangan, dan
Perekayasaan di Bidang

Jumlah dokumen hasil
penelitian,

Bersifat Inovatif

metode penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Teknologi dan Inovasi pengembangan, dan 1 dokumen 100
perekayasaan di bidang
teknologi dan inovasi

Diseminasi jenis, Prosedur dan | Jumlah laporan hasil

Metode Penyelenggaraan pelaksanaan diseminasi

Pemerintahan Daerah yang jenis, prosedur dan 2 laporan 100
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2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan yaitu perencanaan pembangunan. Pada tahun

2023 adapun beberapa capaian indikator sebagai berikut :

Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan
program yang berisi kegiatan rutin setiap perangkat daerah dan telah dilaksanakan
selama 12 bulan dengan capaian kinerja 96,9%.

Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah berisikan
kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, ketersediaan
data perencanaan maupun dokumen pelaporan telah dilaksanakan dengan capaian
kinerja sebesar 91.1%.

Capaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah berisikan
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah dilaksanakan dengan
Capaian Kinerja 92,8%.

Capaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan daerah berisikan kegiatan penyusunan
dokumen kajian. Semua dokumen kajian penelitian telah disusun sesuai dengan yang
tertuang dalam dokumen rencana kerja tahun 2023 maupun dalam dokumen RKPD

Tahun 2023 dengan capaian kinerja 83,7 %.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel

berikut:
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Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai Kepulauan

Perencanaan Pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan
1 | RPJPD yang telah ditetapkan dengan - Ada Ada Ada - Ada Ada Ada
PERDA

Tersedianya dokumen perencanaan
2 | RPJMD yang telah ditetapkan dengan - Ada Ada Ada - Ada Ada Ada
PERDA

Tersedianya dokumen perencanaan
3 | RKPD yang telah ditetapkan dengan - Ada Ada Ada - Ada Ada Ada
PERDA

Penjabara konsistensi program RPJMD

100% 100% 100% - 100% 100% 100%
kedalam RKPD ° ° ° ° ° °

Penjabaran konsistensi program RKPD

100% 100% 100% - 100% 100% 100%
kedalam APBD ’ ’ ’ ’ ’ ’

Penelitian dan Pengembangan

1 | Jumlah penelitian yang dilaksanakan - 4 2 2 - 3 2 2

Presentase implementasi rencana

. 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
kelitbangan
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Presentase pemanfaatan hasil

3 kelitbangan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Presentase perangkat daerah yang

4 | difasilitasi dalam penerapan inovasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
daerah

5 girsg;tﬁ:ﬁ kebijakan inovasi yang 50% 70% 80% 40% 70% 80%

6 | Jumlah inovasi perangkat daerah 23 30 36 12 30 36
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Dalam pencapaian indikator kinerja kunci (IKK), Bappeda dan Litbang telah memenuhi
target untuk seluruh indikator. Hal ini menunjukan adanya kinerja Bappeda dan Litbang

yang baik.

2.3  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan adalah merupakan unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang
Perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan. Sebagai perangkat
daerah fungsi Bappeda dan litbang adalah merumuskan kebijakan teknis perencanaan,
pelaksana tugas teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas teknis perencanaan, dan pembinaan dibidang perencanaan.

Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang yang
masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah :

a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda dan Litbang serta kapasitas
sumberdaya aparatur

c. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

d. Peningkatan Indeks daya saing daerah

e. Peningkatan kualitas data perencanaan

f.  Peningkatan kuantitas sumber daya Aparatur

2.4 Review terhadap rancangan Akhir RKPD

Review terhadap rancangan Akhir RKPD merupakan proses membandingkan
antara rancangan Akhir RKPD dengan analisis kebutuhan. Penjelasan pada bagian ini
belum dibuat karena hingga penyusunan rancangan Akhir renja ini, rancangan Akhir
RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 belum diperoleh sehingga pada tabel
2.3 review terhadap rancangan Akhir RKPD tahun 2025, program/kegiatan Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun 2025 hanya diisi pada kolom hasil

analisis kebutuhan saja.
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Tabel T-C. 31

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai Kepulauan

Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No Program/ Indikator Target Pagu Target Kebutuhan Penting
g Lokasi L > Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja >
Kegiatan Kinerja Capaian (Rp.000) capaian Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) 4) (5) (6) ()] (8) 9 (10) (11) (12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 5.618.587.500
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Kab. Jumiah Dokumen
Evaluasi Kinefja Perangkat Daerah Banggai Perencanaan Perangkat 8 dok 10.000.000
Kepulauan | DaeraH
Administrasi Keuangan Perangkat Kab. Jumlah _Dokumen_ I—_|asi| .
Banggai Penyediaan Administrasi 432 dok 3.737.391.600
Daerah
Kepulauan | Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Kab. Meningkatnya Kapasitas
Peg 9 Banggai gkatnya Kap 3 orang 50.000.000
Daerah Sumber Daya Aparatur
Kepulauan
Kab. Tersedianya Pelayanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Banggai edianya Y 11 paket 416.996.000
Administrasi Umum
Kepulauan
. Kab. Tersedianya Barang Milik
EZ2S?%ianuﬁirsznng;\g#ir?riZLagaerah Banggai Daerah Penunjang Urusan 48 unit 100.000.000
jang Kepulauan | Pemerintah Daerah
. . Kab. Tersedianya Jasa
Penyec_ilaan Jasa Penunjang Urusan Banggai Penunjang Urusan 676 1.089.199.140
Pemerintahan Daerah f laporan
Kepulauan | Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kab. L?Izﬁeggz:ggysgﬁ:?gr?
Penunjang Urusan Pemerintahan Banggai . jang 14 unit 215.000.000
Urusan Pemerintahan
Daerah Kepulauan Daerah
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PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

1.184.094.000

Penyusunan Perencanaan dan Kab. Jumlah Dokumen
Banggai 27 Dok 929.094.000
Pendanaan Perencanaan
Kepulauan
Analisis Data dan Informasi Kab. Tersedianya Data
Pemerintahan Daerah Bidang Banggai Perencanaan 7 dok 105.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan | Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Jumlah Dokumen Evaluasi
Bidang Perencanaan Pembangunan Banggai dan LKPJ Bupati 3 Dok 150.000.000
Daerah Kepulauan P
PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN 1.051.400.000
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Kab. ;Zﬂﬁzaagg%n;gan
Pemerintahan dan Pembangunan Banggai . 9 44 Dok 390.000.000
) Pemerintahan dan
Manusia Kepulauan .
Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Kab. ;i?zizaaggl;n;?gan
Perekonomian dan SDA (Sumber Banggai K ian d g 25 Dok 290.000.000
Daya Alam) Kepulauan Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)
Kab Jumlah Dokumen
Koordinasi Perencanaan Bidang Banggai Perencanaan Bidang 42 Dok 371.400.000
Infrastruktur dan Kewilayahan Kepul Infrastruktur dan
epuiauan Kewilayahan
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 1.025.000.000
Jumlah Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Kab. Penelitian dan .
- . Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Banggai | 1 laporan 75.000.000
Pengkajian Peraturan Kepulauan penye enggaraan
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
Kab Jumlah Dokumen
Pen_elltlan dan Pengembangan Bidang Banggai Penelitian dan _ 1 Dok 100.000.000
Sosial dan Kependudukan Kepulauan Pengembangan Bidang
P Sosial dan Kependudukan
Jumlah Dokumen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Kab. Penelitian dan A
. Banggai Pengembangan Bidang 2 Dok 650.000.000
Ekonomi dan Pembangunan -
Kepulauan | Ekonomi dan

Pembangunan
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Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kab.
Banggai
Kepulauan

Jumlah Dokumen
Pengembangan Inovasi
dan Teknologi

3 laporan

200.000.000

Total

8.879.081.500
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2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi yang ditujukan
langsung kepada perangkat daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil pengumpulan
informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku
kepentingan, secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang
disampaikan kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan pada saat
pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan

yang direncanakan.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama Perangkat Daerah : Bappeda dan Litbang

No Program / Kegiatan Lokasi Ir:(?:ll;a";:r Besaran/Volume Catatan

(1) () (3) (4) (5) (6)
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3.1

BAB III
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI

nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

tahun 2020-2024 adalah “terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, perlu diimplementasikan melalui Sembilan

misi Pembangunan Nasional, yaitu:

a.

b.

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh
Warga.

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya.

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang

selanjutnya di terjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

a.

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan.

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar.

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan
iklim.

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang

Tujuan dan sasaran dalam renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang

ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berikut tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2017-

2022:

1.

Meningkatkan kualitas produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah.

Meningkatkan fungsi kelitbangan untuk rekomendasi perencanaan dalam
pengambilan kebijakan daerah.

Meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda dan Litbang.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Bappeda dan Litbang menetapkan 4

(sasaran) sasaran strategis, yaitu:

1.

Meningkatnya kinerja aparatur perencana yang profesional dalam menyusun
produk- produk perencanaan;

Meningkatnya kualitas produk- produk perencanaan pembangunan, evaluasi
dan pelaporan;

Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana;
Meningkatnya presentasi hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam

pengambilan kebijakan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rancangan Akhir Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

tahun 2024 terdapat 4 program dan 17 kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara rinci

rencana kerja program dan kegiatan Bappeda dan Litbang tahun 2024 dalam kerangka

implementasi strategi pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra Bappeda dan

Litbang 2017-2022, sebagai berikut:
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Urusan/Bidang Urusan

Program

Kegiatan

Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan/
Perencanaan

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Program Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan

Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah

Koordinasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya
Alam)

Koordinasi Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan

Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

Penelitian dan Pengembangan Bidang
Sosial dan Kependudukan

Penelitian dan Pengembangan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda dan Litbang Tahun 2025 dan

prakiraan maju tahun 2026 untuk sumber dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan

secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :
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BABIV
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya
disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang tertuang dalam
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam
mewujudkan visi dan misi daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan
Litbang Kabupaten banggai Kepulauan tahun 2025 ini akan dijadikan pedoman dalam
menyusun program dan kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan berdasarkan prioritas
pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah
pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang juga memberikan
umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya
peningkatan kinerja seluruh aparatur di lingkungan Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banggai Kepulauan sehingga sasaran kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi
masyarakat.

Pencapaian target pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Bappeda dan Litbang. Keberhasilan
dalam pelaksanaan renja sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Salakan,

Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan

Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd, S.Sos., MM
NIP. 19721016 199802 1 004
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